
 
WALIKOTA YOGYAKARTA 

 
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

 
NOMOR   54  TAHUN  2008 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERUBAHAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2008 

 
 

WALIKOTA YOGYAKARTA, 
 
 
Menimbang :        bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6  Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor  7  Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. 

 
 
 
Mengingat : 1.   Undang-undang  Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa  Yogyakarta ; 
 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan  sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 
1994; 
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3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000; 

 
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 

 
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas  dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

 
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

 
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

 
8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

 
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 

 
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang  

Nomor 12 Tahun 2008; 
 

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007; 

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;  

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;  

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah  sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ; 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 
 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;                
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 
 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah; 
 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 
 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007; 
 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penggelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif 
dan Dana Operasional; 

 
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman; 

 
30. Peraturan Daerah  Kota Yogyakarta Nomor  1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008; 

 
31. Peraturan Daerah  Kota Yogyakarta Nomor  7  Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. 
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MEMUTUSKAN : 
 
 
 
Menetapkan : PERATURAN  WALIKOTA  YOGYAKARTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008. 
 
 
 

Pasal  1 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp 762.282.812.298,00 bertambah sejumlah  Rp 67.515.770.044,00.sehingga 
menjadi Rp 829.798.582.342,00 dengan rincian sebagai berikut : 
 

1. Pendapatan  
    a. Semula   Rp  679.623.942.982,00 
    b. Bertambah  Rp    16.728.569.023,00  

       (+) 
        Jumlah Pendapatan setelah Perubahan   Rp     696.352.512.005,00 
 
 
2. Belanja  
    a. Semula   Rp  750.941.917.648,00 
    b. Bertambah  Rp    64.427.302.394,00   

       (+) 
        Jumlah Belanja setelah Perubahan   Rp     815.369.220.042,00 
   
 
                                           Surplus/(Defisit) setelah Perubahan  Rp   (119.016.708.037,00) 
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3. Pembiayaan  

a. Penerimaan   .  
         1) Semula   Rp   82.658.869.316,00 
         2) Bertambah  Rp   50.787.201.021,00 

       (+) 
        Jumlah Penerimaan setelah Perubahan   Rp     133.446.070.337,00 

 
 
b. Pengeluaran      

         1) Semula   Rp   11.340.894.650,00 
         2) Bertambah  Rp     3.088.467.650,00 

       (+) 
 
                  Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan  Rp      14.429.362.300,00 
 
 
                  Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan  Rp.    119.016.708.037,00 
 
 
                  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan  Rp.                              0,00 
 
 

 
 
 

Pasal  2 
 
 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut, dalam Lampiran Peraturan ini, dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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Pasal  3 

 
 

Peraturan Walikota Yogyakarta ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 
 
 
                                                         Ditetapkan di Yogyakarta 
                                                         pada tanggal    
  

WALIKOTA YOGYAKARTA 
 
 
 

 
H. HERRY ZUDIANTO 

 
 
Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA 

 
 
 
 

H. RAPINGUN 
 
 
 
 

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008  NOMOR …..………SERI …...… 


